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ABSTRACT 

 
Indonesia has a diversity of religions and beliefs, so indirectly there is 

potential for the practice of interfaith marriages. Law Number 16 of 2019 

concerning marriage, and the SEMA decision Law Number 2 of 2023 so that the 

court will not grant requests for registration of marriages between different 

religions or marriages based on two different beliefs simultaneously. However, in 

some cases, couples who are getting married have different beliefs. Therefore, in 

this research, the formulation of the problem that will be examined is the legal 

certainty and consequences that apply to marriages based on two different beliefs 

simultaneously. This research aims to conduct a juridical review of marriages 

based on two different beliefs simultaneously. The research method used is 

normative legal research with a legislative approach to marriage which is based 

on two different beliefs simultaneously. In conclusion, the certainty and legal 

consequences of marriages based on two beliefs are simultaneously seen from the 

status of whether the marriage is registered or not and whether the marriage 

constitutes legal smuggling. This research can be a reference and material for 

consideration in discussing and resolving similar marriage cases in the future. 

 

Keywords: Interfaith Marriage, Legal Certainty and Consequences, Legal 

Smuggling 
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ABSTRAK 

 
Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara 

tidak langsung dapat berpotensi terjadinya praktek perkawinan beda agama. 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan putusan SEMA 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 supaya pengadilan tidak mengabulkan 

permohonan pencatatan kawin beda agama atau perkawina yang di langsungkan 

berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Namun, dalam 

beberapa kasus, pasangan yang akan menikah memiliki kepercayaan yang berbeda. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti yaitu 

bagaimana kepastian dan akibat hukum yang berlaku terhadap perkawina yang di 

langsungkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap perkawina yang 

di langsungkan berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan terhadap perkawina yang di langsungkan 

berdasarkan dua kepercayaan yang berbeda secara bersamaan. Kesimpulannya, 

kepastian dan akibat hukum terhadap perkawinan yang di langsungkan berdasarkan 

dua kepercayaan secara bersamaan di lihat dari status perkawinan tersebut di 

daftarkan atau tidak dan perkawinan tersebut merupakan penyelundupan hukum. 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam pembahasan 

dan penyelesaian kasus-kasus pernikahan yang serupa di masa yang akan datang. 

 

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Kepastian dan Akibat Hukum, 

Penyelundupan Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara dengan berbagai budaya dan agama. Keberagaman 

tersebut mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan 

keberagaman tersebut membentuk tatanan nilai dan norma kehidupan 

bermasyarakat. Salah satu contoh yang mudah ditemui di masyarakat Indonesia 

adalah masalah memilih pasangan hidup. Manusia sebenarnya berpasangan untuk 

melanjutkan keturunannya. Itu adalah hak asasi manusia. Namun, sistem budaya 

membatasi kesempatan orang untuk memilih pasangan. Topik yang jelas dan selalu 

hangat adalah perbedaan agama antara pasangan yang melanjutkan hubungan 

dalam perkawinan. 1 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena dalam 

masyarakat terdapat pasangan suami istri meskipun berbeda agama. Dari sudut 

pandang agama, ini tidak dapat diterima. Agama ini menganjurkan pemeluknya 

untuk menikah dengan pemeluk agama yang sama. Negara hanya mengatakan 

bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan itu juga sah 

menurut agama yang bersangkutan. Perkawinan beda agama seringkali dapat 

menimbulkan konflik keluarga, bahkan terkadang perceraian. 2 

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai 

ibadah, sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang sudah dewasa, sehat 

 

1Jonathan, A. (2017). Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama 

Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). 
2
Ibid. Hlm.2 
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jasmani dan rohani pasti membutuhkan pasangan untuk menciptakan ketentraman, 

kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan 

perkawinan, manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat bahkan bangsa. 

Karena begitu pentingnya pranata perkawinan maka agama-agama dunia juga 

mengatur soal perkawinan, bahkan adat masyarakat dan lembaga negara pun ikut 

andil dalam mengatur soal perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah hal baru 

bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. 3 

Perkawinan ini telah terjadi dalam masyarakat (dalam berbagai dimensi 

sosial) dan telah berlangsung lama. Namun demikian, bukan berarti perkawinan 

beda agama tidak menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, bahkan 

cenderung selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan 

bahwa penyebabnya adalah adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang 

tidak mengakomodir masalah perkawinan beda agama, Sementara itu keberadaan 

Pasal 2 ayat (1) Undang- undang perkawinan yang memuat perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

dianggap menutup peluang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, 

sehingga dalam perkembangannya , keberadaan Pasal 2 ayat (1) undang-undang 

perkawinan dalam proses gugatan dan diajukan pengujian ke Mahkamah 

Konstitusi. 4 

Tahun 1974 meirupakan awal teirbeintuknya unifikasi teintang peirkawinan 

yang ditandai deingan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 teintang pe irkawinan 

(se ilanjutnya  diseibut  deingan  Undang-Undang  Pe irkawinan).  Se ibeilum 

 

 

3Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Jurnal Hukum Kaidah: 

Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. 
4Ibid. Hlm.2. 
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diundangkannya undang-undang pe irkawinan ini, di Indone isia teilah ada be irbagai 

pe iraturan yang me ingatur te intang pe irkawinan bagi se ike ilompok orang, mulai dari 

hukum adat sampai hukum agama. Undang-Undang Pe irkawinan, seibagai beintuk 

keiseiragaman peingaturan pe irkawinan bagi seiluruh rakyat di Indone isia. Meilalui 

undang-undang pe irkawinan, peirkawinan bukan hanya ikatan keipe irdataan antara 

se iorang pria de ingan se iorang wanita, teitapi ikatan lahir dan batin antara seiorang pria 

de ingan se iorang wanita seibagai suami istri de ingan tujuan untuk meimbeintuk suatu 

ke iluarga yang bahagia dan keikal. atau rumah beirdasarkan keipeircayaan. pada Tuhan 

Yang Maha E isa. Me iski Undang-Undang Pe irkawinan ini sudah beirlaku se ilama 41 

tahun, bukan beirarti tidak ada masalah dalam proseis impleimeintasinya. 

Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama.5 

Se icara umum, peirnikahan adalah suatu ikatan yang diakui oleih hukum dan 

agama. Namun, di beibeirapa kasus, pasangan yang akan meinikah meimiliki 

keipeircayaan yang beirbeida. Dalam situasi ini, pasangan dapat meimilih untuk 

meilangsungkan pe irnikahan meireika deingan cara yang me inggabungkan tradisi dan 

ke ipeircayaan dari masing-masing pihak. Masalah muncul keitika ada peirte intangan 

antara keipeircayaan dan norma hukum yang beirlaku dalam peirnikahan, seipeirti 

ke iteintuan yang te irkait deingan agama, hukum keiluarga, dan pe iraturan teintang status 

hukum anak hasil peirnikahan. Tujuan dari pe ine ilitian ini adalah untuk me imbe irikan 

gambaran teintang status hukum pe irnikahan yang se imacam ini di be ibeirapa ne igara 

dan meinganalisis pandangan hukum dan agama teirhadap pe irnikahan deingan dua 

ke ipeircayaan yang beirbeida. 

 

 

 

5Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial 

Review Pasal Perkawinan Beda Agama). Jurnal Cita Hukum, 2(2), 40841. 
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Pe ingeirtian peirkawinan adalah suatu ikatan yang sangat peinting dalam 

ke ihidupan manusia, di mana dua orang me imutuskan untuk hidup beirsama seibagai 

suami dan istri. Namun, masalah seiring muncul keitika pe irnikahan teirse ibut 

diadakan antara dua orang yang me imiliki keipeircayaan agama atau budaya yang 

beirbeida. Dalam beibeirapa kasus, pasangan yang beirasal dari agama atau budaya 

yang beirbe ida me imutuskan untuk meilangsungkan pe irnikahan se icara beirsamaan 

deingan meinghormati dan me ingakui agama atau budaya masing-masing. Namun, 

hal ini seiring me inimbulkan peirtanyaan te intang leigalitas peirnikahan teirse ibut dan 

konse ikue insi hukum yang mungkin timbul dari peirnikahan seimacam itu. Dalam hal 

ini, peine ilitian de ingan fokus pada aspe ik hukum atau yuridis dari peirnikahan antara 

dua orang yang be irasal dari agama atau budaya yang beirbeida dapat meimbeirikan 

gambaran yang le ibih jeilas teintang leigalitas dan implikasi hukum dari peirnikahan 

teirseibut. 

Perka iwinain beda i aiga ima i a ida ilaih perkaiwina in ya ing dila ikuka in oleh paisa inga in 

cailon penga intin ya ing memiliki aiga ima i ya ing berbeda i, ba iik itu ainta irai ora ing Isla im 

da in Kristen, Hindu, Buddha i, Konghucu, ma iupun persilainga in sa ila ih sa itu da iri aigaima i- 

a igaima i tersebut. Paida i ha ikeka itnya i  semua i  aiga imai  menginginkain pemeluknya i untuk 

melaingsungka in perka iwinain denga in pa isainga in sea igaima i dain tidaik membenairkain 

perkaiwinain bedai  a iga imai. Wa ilaiupun demikiain, kaisus perka iwinain beda i aiga ima i 

ma isih ba inyaik terjaidi di Indonesiai, seperti ka isus terbairu perkaiwina in beda i aiga ima i 

oleh staif khusus Presiden Jokowi Aiyu Ka irtikai Dewi (Isla im) ya ing mela ingsungka in 

perkaiwina in beda i a igaima i denga in Geraild Seba istiain (Kristen) Ka isus perka iwina in beda i 

aigaima i juga i  terjaidi di Sema ira ing. Perka iwina in ya ing dila ikuka in oleh paisaingain ca ilon 

mempelaii laiki-la iki beraiga ima i Kristen dengain cailon mempelaii perempuain beraiga ima i  



5 
 

 

i i i                    i i i i i i i i i  i 

i i             i i i i                      i i i  i 

 

 

Isla im ini baihkain diha idiri laingsung oleh konselor pa isa inga in nika ih beda i a igaimai 

ya ikni Aichmaid Nurcholis Dairi bebera ipai  ka isus dia itais terlihait jelais baihwa i ka isus 

perkawinan beda agama semakin meningkat dan banyak terjadi di Indonesia. 6 

Penelitiain semaicaim itu daipait melibaitka in a inailisis terhaidaip peraiturain 

pernikaiha in ya ing berla iku di nega ira i aitaiu wilaiya ih tertentu, termaisuk persya ira ita in da in 

prosedur ya ing ha irus dipenuhi oleh paisaingain ya ing ingin menikaih, serta i  hukum ya ing 

menga itur konsekuensi hukum da iri pernikaihain semaicaim itu. Dailaim konteks 

Indonesiai, pernika ihain aintairai dua i ora ing ya in beraisa il da iri a igaima i a itaiu buda iya i ya ing 

berbedai diaitur daila im Undaing-Unda ing Nomor 16 taihun 2019 tentaing perka iwina in. 

Naimun, maisih terdaipa it perdebaitain dain interpretaisi ya ing berbeda i mengena ii 

legailitais pernikaihain semaicaim itu, sehingga i penelitiain semaicaim ini daipa it 

memberikain waiwaisa in ya ing berma infa iait ba igi pa isa inga in ya ing ingin menikaih secaira i 

bersa imaia in dengain menghorma iti aiga ima i aitaiu buda iya i maising-ma ising. Berda isa irka in 

ha il di aitais ma ika i penulis tertairik melaikukain penelitiain hukum dengain judul 

“Tinjaiua in Yuridis Terhaida ip Perkaiwina in Ya ing Di La ingsungka in Berda isa irka in Dua i 

Kepercayaan Yang Berbeda Secara Bersamaan”.7 

 

Taibel 1.1. Daiftair Perbeda ia in Penelitiain Terda ihulu 
 

Na ima i da in Judul Metode 

Penelitiain 

Perbedaiain Keba iruain 

 

 

 

 

6Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. AL- 

MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 13-24. 
7
Lathifah, S., & Suryanto, S. (2018). Harmonisasi Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum 

Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jurnal Al-Mizan. 
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1. Na isution, H. 

(2019). Aina ilisis 

Aita is Kea ibsa iha in 

Perka iwinain 

Beda i Aiga imai  

Penelitiain ini 

mengguna ika in 

jenis penelitiain 

yuridis 

normaitif 

Ba igaiimaina i 

keduduka in 

perka iwina in  bedai 

aigaima i   menurut 

uaindaing-unda ing, 

dain Ba iga iima ina i 

keduduka in 

perka iwina in  bedai 

aigaima i  yaing  di 

laingsungka in di lua ir 

negeri dailaim sistem 

hukum di Indonesia i. 

Ba iga iima ina i  kepaistiain 

hukum ya ing berla iku 

baigi yaing 

melaingsungka in 

berdaisairkain   duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai  secaira i 

laingsung,    dain 

ba iga iima ina i   terhaida ip 

yaing melaikuka in 

perka iwina in 

berdaisairkain    duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai   secaira i 

bersa imaia in. 

2. Aindre 

Jonaithain, Soaiiail 

dain politik 

pernikaiha in beda i 

aigaimai 

Penelitiain ini 

mengguna ika in 

jenis penelitiain 

yuridis 

normaitif 

Ba igaiimaina i 

gaimbairain tentaing 

proses  pernikaiha in 

bedai  aiga imai,  dain 

baigaiimaina i  orientaisi 

tindaika in sociail ya ing 

dilaikukain  oleh 

paisaingain bedai 

aigaimai. 

Ba iga iima ina i  kepaistiain 

hukum ya ing berla iku 

baigi yaing 

melaingsungka in 

berdaisairkain   duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai  secaira i 

laingsung,    dain 

ba iga iima ina i   terhaida ip 

yaing melaikuka in 

perka iwina in 

berdaisairkain    duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai   secaira i 

bersa imaia in. 
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3. Oktaifiaini 

Pa ilufi Ka itry, 

Pernikaiha in bedai  

aigaimai dailaim 

kotai  pailu 

(Ainailisis 

Sosiologis) 

Aidaipun jenis 

penelitiain ya ing 

digunaikain 

da ilaimai 

penelitiain  ini 

aidailaih 

penelitiain 

laipaingain. 

Ba igaiimainai  konsep 

pernikaiha in menurut 

pelaiku pernika iha in 

bedai  aiga im, Aipa i 

fa ictor   yaing 

menyeba ibka in pa ira i 

pelaiku melaikuka in 

pernikaiha in beda i 

a iga ima i, dain Aipa i 

implikaisi pernikaiha in 

bedai aigaima i terhaida ip 

maisa ilaih hukum 

keluairgai. 

Ba iga iima ina i  kepaistiain 

hukum ya ing berla iku 

baigi yaing 

melaingsungka in 

berdaisairkain   duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai  secaira i 

laingsung,    dain 

ba iga iima ina i   terhaida ip 

yaing melaikuka in 

perka iwina in 

berdaisairkain    duai 

kepercaiyaiain  yaing 

berbedai   secaira i 

bersa imaia in. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Permaisa ila ihain ya ing dia ingkait da ilaim penelitiain ini sebaiga iima inai ura iiain pa idai 

laita ir belaikaing penelitiain di aitais seba iga ii berikut: 

1. Baigaiima ina i   kepaistia in hukum ya ing berla iku ba igi perka iwinain ya ing di 

laingsungka in berda isa irkain dua i kepercaiya ia in ya ing berbeda i secaira i bersa imaia in? 

2. Baigaiima ina i  aikibait hukum terhaida ip perka iwinain ya ing di la ingsungka in 

berdaisa irka in duai kepercaiya ia in ya ing berbeda i secaira i bersa imaia in? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuain dain Mainfaiait Penelitiain aidaila ih untuk memberikain ga imbaira in tentaing 

sta itus hukum pernika iha in semaicaim ini di beberaipai  negairai  dain menga ina ilisis 
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pa indainga in hukum da in aiga ima i terhaida ip perka iwinain dengain dua i kepercaiya ia in ya ing 

berbeda i. Bebera ipai tujuain spesifik penelitia in ini aintaira i laiin: 

1. Untuk mengeta ihui kepaistiain hukum ya ing berlaiku ba igi perka iwina in ya ing di 

laingsungka in berdaisa irka in dua i kepercaiya ia in ya ing berbeda i secaira i bersa ima iain. 

2. Untuk mengeta ihui aikibait hukum baigi perkaiwina in ya ing di la ingsungka in 

berdaisa irka in duai kepercaiya ia in ya ing berbeda i secaira i bersa imaia in. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Aida ipun penelitiain ini naintinya i da ipa it berguna i daila im hail-ha il berikut: 

 

1. Keguna ia in Aika idemis (Teoritis) 

a. Mena imbaih pengetaihua in dain wa iwaisain tentaing pernika ihain aintairai dua i 

ora ing denga in keya ikina in a igaima i aitaiu kepercaiya ia in ya ing berbedai  secaira i 

bersa imaia in di kaila inga in a ika idemisi dain maiha isiswa i. 

b. Membukai peluaing ba igi peneliti laiin untuk melaikukain penelitiain lebih 

lainjut terkaiit topik ya ing saima i aitaiu terkaiit topik laiin da ilaim bida ing hukum, 

dain studi keaigaimaiain. 

c. Menjaidi sumber referensi baigi penulisa in ka irya i ilmiaih seperti skripsi, 

aitaiu disertaisi ba igi ma iha isiswa i ya ing bermina it meneliti topik sejenis a itaiu 

terkaiit. 

d. Meningka itka in kuailitais da in kuaintitais publikaisi ilmiaih da ilaim bidaing 

hukum, sosiologi, a intropologi, dain studi keaiga ima ia in. 

2. Keguna ia in Pra iktis 

 

Ha iisl penelitiain di hairaipkain daipait Membaintu lembaiga i pemerintaih dain 

hukum dailaim menentukain kebijaikain terka iit perkaiwina in semaicaim ini. 

Penelitiain ini daipait memberikain maisuka in dain sa ira in ba igi pemerintaih dain 
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lembaga hukum dalam menyusun aturan dan peraturan terkait perkawinan 

antara dua orang dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda 

secara bersamaan. Dan juga menjadi sumber informasi yang berguna bagi 

masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih banyak tentang perkawinan 

semacam ini. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih 

baik tentang persyaratan, prosedur, dan legalitas perkawinan antara dua 

orang dengan keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda secara 

bersamaan. 

E. Kerangka Penelitian 

 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, 

perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 

Jika berbicara mengenai perlindungan hukum, paling tidak 

mengetahui terlebih dahulu sejarah hukum perkawinan. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 

Tahun 2019 diundangkan, di Indonesia dulu ada pengaturan hukum 

perkawinan beda agama antar golongan. Peraturan yang dimaksud adalah 

yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda yang disebut Regeling Op De 

Gemengde Huwelijken (GHR) atau peraturan perkawinan yang tertuang 

dalam Staatblad 1898 no 158. 8 

 

 

8Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran antar agama menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992). 
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Se iteilah peimbeirlakuan Undang-Undang Pe irkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, peirkawinan beida agama ceindeirung te irhambat. Hal ini didasarkan 

pada seijarah Pasal 11 (1) Undang-Undang Pe irkawinan tahun 1973 yang 

meinyatakan bahwa “peirbe idaan kareina keibangsaan, asal suku, neigara asal, 

teimpat 'asal, agama, keipe ircayaan dan ke iturunan tidak meinjadi halangan 

untuk meinikah' dan ke imudian meindapat pe irubahan, maka peirkawinan beida 

agama tidak mungkin (dilarang) di Indonesia.9 

Be ibe irapa meinurut para ahli teintang peirkawinan: 

 

a) Me inurut Thalib, peirkawinan adalah suatu beintuk peirjanjian suci 

yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup beirsama yang sah diantara 

lakilaki dan pe ire impuan, se ihingga bisa me ingharapkan meimbeintuk 

ke iluarga yang ke ikal, saling santun me inyantuni, saling kasih 

me ingkasihi, te intram, dan juga bahagia. 

b) Me inurut Soe itoyo Prawirohamidjojo, pe irkawinan adalah 

pe irseikutuan hidup yang teirjadi antara seiorang laki-laki dan 

pe ireimpuan yang disahkan se icara formal deingan undang-undang dan 

umumnya be irsifat re iligius. 

c) Me inurut Kaeilany HD pe irkawinan adalah akad antara calon suami 

dan calon istri untuk meimeinuhi hajat jeinisnya me inurut keiteintuan 

yang sudah di atur oleih syariah. De ingan akad ini keidua calon akan 

diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri. 10 

 

 

 

 

9Ibid., 66 
10ID Pengertian, Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, diakses dari 

https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/, pada tanggal 26 juli 2023. 

http://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/
http://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/
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d) Me inurut Sube ikti peirkawinan adalah peirtalian sah yang te irjadi antara 

se iorang laki-laki dan seiorang peireimpuan untuk jangka waktu lama. 

e) Me inurut Dunvall dan Milleir, pe irkawinan adalah adanya suatu 

hubungan yang sah antara pria dan wanita deingan me ilibatkan 

hubungan seiksual yang saling meileingkapi se ihingga mampu 

meingeitahui tugas masingmasingnya. 

f) Me inurut Maya, pe irkawinan adalah adanya suatu beintuk pola sosial 

yang dise itujui oleih keidua beilah pihak (pria dan wanita) yang 

se ihingga mampu meimbeintuk keiluarga yang sah dimana agama dan 

leigal dimata hukum. 

g) Me inurut Hazaririn, peirkawinan adalah adanya hubungan antara dua 

orang yang harus be irbeida je inis ke ilamin yang di dalamnya te irdapat 

pe imbagian peiran dan tanggung jawab. 

h) Me inurut E idward We iste irmarck me inyatakan bahwa pe irkawinan 

adalah seibuah institusi sosial yang peinting bagi masyarakat kareina 

me ine intukan status dan hubungan antar anggota masyarakat. Seilain 

itu, Ge iorge i  Pe iteir Murdock me inyatakan bahwa deifinisi peirkawinan 

adalah suatu hubungan seiksual yang diakui seicara sosial antara dua 

orang atau le ibih, meimiliki tujuan untuk meimbeintuk keiluarga, dan 

me imiliki fungsi sosial untuk meimpeirkuat hubungan sosial antar 

individu. 11 

 

 

 

 

 

 

11Ibid 



12 
 

 

te 12
 

i i i i 

 

 

2. Teiori Akibat Hukum 

 

Pe irkawinan beida agama meirupakan salah satu poleimik yang 

be irlarut-larut tanpa ada peinye ile isaian yang jeilas dan tuntas. Me iskipun di 

Indone isia sudah me imiliki Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 teintang 

pe irkawinan yang me injadi payung hukum dalam peirihal peirkawinan, namun 

pada peilaksanaannya masih banyak ke ikurangan. Seibut saja peirkawinan 

beida agama yang beilum di atur seicara teigas dalam undang-undang 

irse ibut. 

 

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pe irkawinan beida agama 

adalah status peirkawinan be irbeida agama teirse ibut tidak sah meinurut masing- 

masing agama seihungga tidak sah juga meinurut Undanng-undang Nomor 

16 Tahun 2019 teintang pe irkawinan. Deingan adanya pe irkawinan yang tidak 

sah teirse ibut se ihingga maka dapat meimbawa akibat juaga teirhadap status 

dan keidudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam peirkawinan beida agama 

teirse ibut adalah anak tidak sah kareina peirkawinan kudua orang tua bukan 

meirupakan peirkawinan yang sah. Se ihingga akibatnya adalah anak teirse ibut 

tidak meimpunyai hubungan hukum de ingan ayahnya. Me ilainkan de ingan ibu 

dan ke iluarga ibunya saja. Dan hal teirse ibut se isuai deingan pasal 43 ayat 1 

undang-undang pe irkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun 

me iskipun de imikian seitiap anak yang lahir teitap harus dicatatkan pada 

catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.13 

 

 

 

 

12Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. 
13Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditijau Dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Lex Privatum. 
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Be irikut pe inulis akan meinguraikan beibeirapa faktor yang 

meimpe ingaruhi teirjadinya pe irkawinan beida agama: 

a) Pe irgaulan hidup seihari-hari dalam keihidupan beirmasyarakat. 

 

Indone isia meimang me irupakan masyarakat yang beiragam atau 

teirdiri atas beiraneika ragam suku, dan agama. Dalam peirgaulan 

hidup se ihari-hari, kita tidak pe irnah dibatasi dalam masalah beirgaul. 

Hal ini sangat beirpe ingaruh pada keihidupan beirmasyarakat yang ada 

di Indone isia yang sudah teirlalu eirat dalam beirgaul tanpa meilihat 

peirbeidaan agama yang satu deingan yang lainnya se ihingga 

me inimbulkan pe irasaan cinta yang tidak dapat dihindari. 

b) Pe indidikan teintang agama yang minim. Banyak orangtua yang 

jarang maupun tidak peirnah meingajarkan anak-anaknya seidini 

mungkin te intang agama. Se ihingga dalam peirtumbuhannya meinjadi 

de iwasa, Ia tidak meimpeirsoalkan agama yang diyakininya. Se ihingga 

dalam keihidupannya se ihari-hari, tidak me impeirmasalahkan apabila 

me imiliki pasangan yang beirbeida agama hingga sampai keijeinjang 

irkawinan atau meinikah. 

 

c) Latar Be ilakang Orangtua. Faktor ini juga sangat peinting. Kare ina 

pasangan yang me inikah beida agama teintu tidak leipas dari adanya 

latar beilakang orangtua. Banyak pasangan yang meinikah deingan 

pasangan yang beirbeida agama kareina meilihat orangtuanya juga 

adalah pasangan yang beirbeida agama. Mungkin bagi me ireika tidak 

meinjadi masalah apabila meinikah deingan pasangan yang beirbe ida 

 

14Ibid. 
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ke iyakinan kareina beirdasarkan riwayat orangtua. Teintu jika 

ke ihidupan orangtua teirseibut beirjalan harmonis, maka akan meinjadi 

contoh bagi anak-anaknya ke ilak dalam peirkawinan beirbeida agama. 

d) Ke ibeibasan meimilih pasangan. Teintu seikarang adalah zaman yang 

modeirn, tidak seipe irti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang 

pada zaman teirse ibut orangtua masih saja meincarikan jodoh untuk 

anak-anaknya. Se ikarang adalah zaman mode irn yang dimana para 

laki-laki dan pe ire impuan deingan be ibasnya meimilih pasangan seisuai 

de ingan ke iinginannya. De ingan adanya ke ibe ibasan meimilih pasangan 

ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang meimilih pasangan beida 

agama kareina didasari deingan cinta. Jika cinta teilah meindasarinya 

dalam hubungan seiorang laki - laki dan seiorang pe ireimpuan, tidak 

jarang pe irtimbangan seicara matang dalam suatu hubungan juga 

teirmasuk meinyangkut agama kurang dapat beirpe iran. 

e) De ingan meiningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indone isia 

de ingan anak-anak muda dari Manca Neigara. Akibat globalisasi 

de ingan be irbagai macam bangsa, ke ibudayaan, agama seirta latar 

be ilakang yang be irbe ida hal teirse ibut se idikit atau banyak ikut meinjadi 

pe indorong atau meilatar beilakangi teirjadinya pe irkawinan beida 

agama. Dan geingsi untuk meincari pasangan “Bulei” juga sangat 

meimpe ingaruhi, se ihingga bagi anak-anak muda kawin deingan 

pasangan luar neige iri maupun agama yang beirbeida seiakan-akan 

sudah tidak menjadi masalah lagi.15 

 

15 Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. 
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F. Metode Penelitian 

 

Me itodei peineilitian yang di ambil dalam peineilitian ini yaitu meitodei 

peineilitian hukum normatif dan doktrinal, Meitodei peineilitian hukum normatif 

meinggunakan me itodei  peinde ikatan yuridis normatif. Pe inde ikatan yuridis normatif 

adalah “suatu peindeikatan yang meingacu pada hukum dan pe iraturan peirundang- 

undangan yang be irlaku”. Beirdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud de ingan pe ineilitian hukum normatif adalah salah satu jeinis 

meitodologi peineilitian hukum yang me indasarkan analisisnya pada pe iraturan 

pe irundang-undangan yang be irlaku dan reileivan de ingan pe irmasalahan hukum yang 

injadi fokus peine ilitian. 

 

Be irdasarkan pe imahaman dari beibe irapa konse ip me itode i  peine ilitian hukum teirse ibut 

di atas, maka meitodei peine ilitian yang dite impuh dalam pe ine ilitian ini adalah seibagai 

be irikut: 

1. Spe isifikasi Peineilitian 

 

Kare ina pe ine ilitian ini beirfokus untuk meine imukan aturan hukum, 

prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna meinjawab isu 

hukum yang teilah dirumuskan dalam rumusan peirmasalahan, maka tipe i 

pe ineilitian ini beirsifat normatif. Pada peine ilitian hukum je inis ini se iringkali 

hukum dikonseipkan se ibagai apa yang te irtulis dalam peiraturan peirundang- 

undangan atau hukum dikonseipkan seibagai kaidah atau norma yang 

me irupakan patokan beirpe irilaku manusia yang dianggap pantas. 

 

16Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai 

permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan. 
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2. Me itodei Pe inde ikatan 

 

Se ihubungan de ingan pe ine ilitian ini meinggunakan hukum normatif, 

oleih kare ina itu beibeirapa meitodei  pe inde ikatan yang dapat digunakan dalam 

peineilitian ini antara lain: 

a) Pe inde ikatan Peirundang-undangan 

 

Me itodei ini meinggunakan pe inde ikatan peirundang-undangan untuk 

meinganalisis aturan hukum yang beirlaku teirkait peirnikahan yang 

dilangsungkan oleih dua keipe ircayaan yang beirbeida seicara 

be irsamaan. Meitode i  ini meinggunakan sumbe ir hukum seibagai acuan 

dalam meinganalisis dan meinge ivaluasi suatu peirmasalahan hukum. 

b) Pe inde ikatan Studi Kasus 

 

Me itodei ini dapat digunakan untuk meimahami kasus-kasus konkre it 

teintang pe irnikahan yang dilangsungkan oleih dua ke ipe ircayaan yang 

beirbeida se icara beirsamaan. Dalam meitodei ini, peineiliti akan 

meilakukan analisis meindalam teirhadap kasus-kasus teirse ibut, mulai 

dari latar be ilakang, kronologi, hingga pe ingaruh dari peirbeidaan 

ke ipeircayaan dalam peirnikahan teirse ibut. 

c) Pe inde ikatan Historis 

 

Me itodei peindeikatan historis digunakan untuk meilakukan analisis 

teirhadap latar beilakang se ihingga dapat meimpeiroleih peimahaman 

teirhadap pe irnikahan yang dilangsungkan oleih dua ke ipe ircayaan 

yang beirbeida seicara beirsamaan. Me itodei  ini meilibatkan 

pe ingumpulan data meilalui jurnal, inteirneit, dan peirpustakaan. 

d) Pe inde ikatan Konse iptual 
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Me itodei ini digunakan untuk me inganalisis doktrin dan pandangan 

hukum seipeirti pe irundang-undangan, dan sumbeir-sumbeir hukum 

lainnya teirkait peirnikahan yang dilangsungkan oleih dua 

ke ipeircayaan yang beirbeida seicara beirsamaan. Meitodei ini dapat 

meimbantu peine iliti meimahami konseip hukum se icara sisteimatis dan 

inyeiluruh. 

 

3. Tahap Peineilitian 

 

Tahap peine iliitiian yang di ilakukan dalam peinyusunan skri ipsi i iini i 

adalah seibagaii be iriikut: 

a) Tahap Peirsi iapan, yai itu tahap di i mana peine iliiti i  me irancang peine iliitiian 

yang diituangkan di i dalam peineiliitiian i ini i. Tahapan iini i meiri inci i se icara 

de itaiil apa yang akan diilakukan di i  dalam keigiiatan peine iliitiian 

nantiinya. 

b) Tahap Peine iliitiian, pada tahap iini i diilakukan langkah-langkah 

pe ingumpulan data meilaluii jurnal, i inteirneit, dan study ke ipustakaan. 

4. Teikniik Pe ingumpulan Data 

 

Pe ingumpulan data yang di ilakukan yai itu Pe ingumpulan data dalam 

peineiliitiian hukum normatiif diilakukan deingan cara studii  pustaka beirupa data 

se ikunde ir seibagai i bahan dasar untuk diiteili itii deingan cara meingadakan 

peineilusuran teirhadap pe iraturan-pe iraturan dan liiteiratur-li iteiratur laiin 

be irkaiitan deingan pe irmasalahan yang di iteili iti i atau se iriing di ise ibut se ibagai i  

 
 
 

 

17Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki 

Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum. 
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peineili itiian hukum ke ipustakaan. Peine iliitiian hukum normatiif meirupakan 

peineiliitiian peirpustakaan beirdasarkan data se ikunde ir. 

Untuk meimpeiroleih hasiil yang objeiktiif dan dapat diibukti ikan 

keibeinaran seirta dapat dii peirtanggung jawabkan hasiilnya, maka 

di ipeirgunakan alat peingumpulan data yai itu Studi i Ke ipustakaan, Studi i iini i 

di ilakukan de ingan cara meingumpulkan data yang di ipe iroleih di igunakan 

se ibagai i dasar teiori i  untuk meinganaliisiis data yang dari i dokumein. Se ipe irti i  

yang be irasal darii peiraturan Peirundang-undangan, i inteirne it, jurnal, dan data 

darii pe irpustakaan atau dokumein laiin yang me imiiliiki i keiteirkai itan de ingan 

judul penelitian ini.18 

5. Alat Peingumpul Data 

 

Alat pe ingumpul data yang di igunakan dalam peine iliiti ian iinii adalah 

peineili itiian hukum normatiif, se ihiingga data yang di igunakan adalah catatan 

dari i hasi il teilaan dokumein atau log book dalam peingumpulan data peineiliitiian 

de ingan me inggunakan studi i keipustakaan. 

6. Anali isi is Data 

 

Se italah data dan bahan hukum diikumpulkan, keimudiian di ipi ili ih yang 

meimiiliiki i valiidiitas yang bai ik, maka tahap se ilanjutnya adalah meilakukan 

pe ingolahan data, yai itu meinge ilola data seide imiikiian rupa, seihi ingga data dan 

bahan hukum teirse ibut seicara runtut, si iste imatiis, se ihi ingga akan me imudahkan 

peineili iti i  meilakukan analiisi is. Data yang te ilah diikumpulkan dapat diianaliisi is 

de ingan meinggunakan meitodei analiisi is kualiitatiif, seipeirtii analiisi is jurnal dan 

 

 

18Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya. 



19 
 

 

 

 

data pustaka. Dalam analiisi is iini i, peine iliitii dapat meincari i pola atau teima 

teirteintu yang muncul dari i data yang di ikumpulkan, dan meinafsiirkan 

hasi ilnya. 

7. Lokasi i Peineiliitiian 

 

Peineiliitiian iinii dii lakukan meilaluii Jurnal, Buku, Iinte irneit dan 

Pe irpustakaan. 

8. Jadwal Peineiliitiian 

 

Pe ine iliitiian i ini i diireincanakan akan diilaksanakan dalam waktu 6 

(e inam) bulan deingan ri inciian jadwal seibagai imana teirgambar dalam tabe il 

se ibagai i beiriikut: 

Tabeil 1. 2 Jadwal Peineiliitiian 
 

KEGIATAN 
BULAN 

TAHAP PERSIAPAN  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Pe inyusunan Usulan 

Peineiliitiian 

      

Seimiinar Usulan 

Peineiliitiian 

      

TAHAP PENELITIAN 

 

Pe ingumpulan Data 

      

Anali isi is Data 

      

Pe inuliisan Siikriipsii  
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G. Sistematika Penulisan 

 

Proposal i ini i diibagi i dalam beibe irapa bab deingan tujuan untuk me impeirmudah 

pe incari ian iinformasi i  yang diibutuhkan, seirta meinunjukkan peinyeile isaiian peike irjaan 

yang si iste imatiis. Pe imbagi ian bab teirse ibut adalah seibagai i beiri ikut: 

BAB I. Pendahuluan, be iriisi i teintang latar beilakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan siisteimati ika pe inuliisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka, meimuat teiori i-teiori i yang me injadii dasar peinge itahuan 

yang di igunakan dalam me inyusun proposal untuk meimbuat tiinjauan yuri idi is 

te irhadap peirniikahan yang dii langsungkan be irdasarkan dua keipeircayaan yang 

beirbeida se icara beirsamaan. 

BAB III. Data Penelitian, pada bab be iriisi i teintang tahapan peineiliitiian, 

pe ingumpulan data, dan peinje ilasan meinge inai i peirni ikahan yang dii langsungkan 

be irdasarkan dua keipe ircayaan yang beirbeida se icara beirsamaan. 

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab eimpat iinii akan diibahas meinge inai i faktor apa 

saja yang me impeingaruhi i  te irjadiinya pe irni ikahan be ida agama deingan be irdasrkan dua 

ke ipeircayaan se icara beirsamaan. 

BAB V Penutup, dalam bab i inii akan di ibagi i me injadii  dua bagi ian, pe irtama adalah 

ke isi impulan yang beiri isi ikan jawaban darii  pe irtanyaan pada rumusan masalah. 

Jawaban akan dii tuliis be irdasarkan Anali isa pada BAB IiIiI i dan BAB IiV dalam 

peineiliitiian iini i. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari i hasi il peimbahasan yang te ilah diiuraiikan pada beibeirapa ke isi impulan 

se ibagai i beiriikut: 

1. Keipastiian hukum teirhadap pe irkawi inan yang di i langsungkan be irdasarkan 

dua keipeircayaan se icara beirsamaan di i liihat dari i status peirkawi inan te irse ibut 

di i  daftarkan atau tiidak dan peirkawi inan teirse ibut meirupakan peinye ilundupan 

hukum 

2. Aki ibat hukum teirhadap pe irkawi inan yang di i langsungkan be irdasarkan dua 

ke ipeircayaan se icara be irsamaan di i  li ihat juga darii dii daftarkan atau tiidaknya 

pe irkawiinan teirseibut bagai imana teilah dii atur dalam Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 teintang Pe irkawiinan. 

B. Saran 

1. Hi imbauwan bagi i  masyarakat untuk leibi ih me ingi ikuti i pe inyuluhan te intang 

pe irkawiinan dan meimaknaii pe irkawi inan be irdasarkan agamanya masi ing- 

masiing se ihi ingga dapat meingiikuti i aturan-aturan peirkawi inan yang be irlaku. 

2. Untuk pe ime iriintah supaya leibiih meine igaskan peiraturan teintang pe irkawi inan 

beida agama seicara ri inci i atau leibi ih meimuat dalam peiraturan peir undang- 

undangan supaya diibuat dalam pasal teirteintu se ihi ingga masyarakat bi isa 

leibi ih me imahamii. 
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